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Abstract

In November 1967 the General Assembly United Nations adopted the declaration "te
ensure the universal recognition in law and in fact of the principle of equality of men and
womten” . That Declaration was known as The Declaration of the Elimination of all forms
af Discrimination against Women. One of the state ratified the declaration is Indoresia, The
ratiffeation was declared as Undang-Undang No. 711984, After eight vears declared, it would
be still interesting to know how does the law work in reality. Does anyone know abour what
happened and what s going on with the legal issues regarding women. This arvicle tries
io get some explanation about how far is the declaration known and what was done abou
it. Some law and social-political science students af University of Indonesia were interviewed,
What they say, feel, and think abowt all of women issues in terms of knowing and under-

standing the declaration would be held in this small-scale research,

I. Pendahuluan
1.1. Dasar Pemikiran

Pemikiran dan gagasan Karini menge-
nai gejala-gejala sosial yang muncul pada
zamannya, mampu membukakan mata dunia
bahwa di bagian dunia lain yang terpencil
pada wakiu itu ada suatu bangsa yang tengah
bergelul dengan masalah disknminasi. Dis-
kriminasi dalam hal terjajahnya hak-hak dasar
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suatu bangsa oleh bangsa lain, terdapamnya
Jurang yang menganga antara lapisan sesial
masyarakat bangsawan dengan rakyat dan
masalah persamaan hak antara pria dan wanita,
Pemikiran yang mengandung makna yang
dalam dari perjuangan jiwa yang meletup-
letup namun tertuang dalam bahasa yang in-
dah mempesona itu, tampaknya tetap akan
mendapatkan aktualisasinya pada hari ini di
hampir setiap bagian benua.

Dijiwai oleh pemikiran Kartini, gerakan
para wanita Indonesia tahun 1920-an menca-
pai titik puncaknya dengan diselenggarakan.
nya Kongres Perempuan pertama pada tzhin
1928. Ketertinggalan wanita adalah hal yang
hendak mercka jadikan fokus dari perjuang-
an mercka. Perjuangan dalam ani hendak
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membebaskan diri dari kebodohan, kemis-
kinan dan keterbelakangan dalam hal men-
dapatkan kedudukan yang diakui sama dalam
hukum.

Khususnya untuk hal yang terakhir i
—persamaan kedudukan dalam hukum—me-
reka hendak memperjuangkan supaya terjadi
perubahan dalam persepsi tradisional menge-
nai peranan dan kedudukan wanita (Ihromdi,
1991: 33, Setapak demi setapak hasil dasi per-
juangan tersebul sampai sekarang sudah men-
dapatkan formalisasinya dalam berbagai
peraturan hukum. Mulai dari UUD 1945 Pa-
sl 27 (1), UL MNo. 80 whun 1957 menge-
ndi upah yang sama bagi pekerjaan yang
sama nilainya, UU No, 14 tahun 1969 tentang
kelentuan-ketentuan pokok mengenai ketena-
gakerjaan dan UU No. 1 whun 1974 entang
perkawinan, Selanjutnya beberapa Keletapan
MPR mengenai GBHN (antara lain TAP
MPR-RI Mo. IV/MPR/1978 dan No. lI/MPR/
1983), Keppres RI No. 71/1979 yang menja-
min sahnya kemajuan bagi kaum wanita In-
doncsia. Disamping sederetan peraturan-per-
aturan hukum di atas, masih ada lagi UU No.
T whun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi
negara kita terhadap Declaration of the Eli-
mination of all forms of Discrimination
Apainst Women vang dihasilkan dalam Si-
dang Umum PBB, 7 November 1967,

Dari sekian banyak peraturan hukum
yang menyangkut masalah wanita di awas i,
penelitian ini akan menskankan pada salah

sl peraran saja sebagai topik kajian, yaitu-

U Mo. 7 tahun 1984 yang berasal dan
Konvensi Penghapusan Sepala Bentuk Diskri-
minasi terhadap Wanita, Pengkajian ini ter-
utama akan bertolak dan bagaimana undang-
undang tersebut mendapatkan aktualisasinya
dalam persepsi dan kenyalaan sosial. Persepsi
dalam hal ini adalah yang khususnya berasal
dan calon-calon penegak hukum, atan mereka
vang akan berkecimpung dalam masalah hu-
kum, baik schagai ilmuwan maspun sebagai
praktisi, atan mercka yang diasumsikan me-
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ngert hukum karena mempelajari aspek-aspek
hukumn yang sedikit banyak berkaitan dengan
masalah-masalah yang mereka pelajari dalam
disiplin ilmu mereka. Hal wersebut diinginkan
melalui suatu asumsi bahwa apabila penge-
tahuan dari para calon penegak hukum, peng-
kaji masalah-masalah sosial yang berkaitan
dengan hukum, tentang suatu peraturan hukom
terteniu relaul rendab maka akan dapat dira-
malkan bahwa pengetahuan tentang peragur-
an hukum terientu dari masyarakal awam
yang lebih luas juga akan rendah, Selanjutnya,
apabila pengetahuan tentang peraturan hukam
terienty tersebut rendah maka akan berpenga-
ruh terhadap perilake sosial yang menyanghkut
hal yang diawr oleh peraturan hukum terse-
but.

1.2, Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, perma-
salahan yang Gmbul kemudian adalah:

1. Sejauh mana aspek-aspek dalam kon-
vensi tersebut diketahui oleh masyara-
katr

2.  Bagaimanakah persepsi masyarakat pada
umumnya terhadap aspek-aspek persa-
maan hak antara pria dan wanita dalam
berbagai bidang yang terluang dalam
konvensi tersebul, khususnya apakah
mercka menyetujui peluang-peluang yang
diberikan kepada wanita seperti yang
discbutkan di atas dan bagaimanakah
harapan masyarakat terhadap peran dan
kedudukan wanita yang seharusnya.

Secara nvala, Perseépsi masyarakal er-
hadap konvensi di atas tidak dapat diungkap-
kan hanya dengan responden terbatas, Dalam
penelitian ini, usaha uniuk menarik pola per-
sepsi tersebut dilakukan dengan titik-tolak
mahasiswa sebagai sasaran dan objek peneli-
tian, Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ma-
hasiswa scbagai bagian dari masyarakat yang
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berkesempatan untuk menikmati tingkat pen-
didikan 1enenus yang tidak dinikmati oleh
semua lapisan masyarakat dianggap mempu-
nyai tingkat pengetahuan tertentu, sehingga
tingkal pengetahuan masyarakat dapat dicer-
minkan dari seberapa jauh pengetahuan yang
telah dimiliki oleh para mahasiswa tersebut,

1.3, Kerangka Konseptual

Dalam  kechidupan schari-hari, masing-
masing individu dalam masyarakat sehagai
anggota dari masyarakat yang bersangkutan
melakukan serangkaian kegiatan yang berke-
naan dengan kehidupannya, Dalam melakukan
kegiatan-kegiatan sehari-hari tersebat, ma-
sing-masing individu akan bertingkah-lako
menurut sistem pengetahuan yang dimiliki-
nya schingga kemudian akan terlihal adanya
suatu pola perilaku yang sesuai dengan sistem
pengetahuan yang dimilikinya tersebut. Hal
ini menunjukkan bahwa manusia sebagai
anggola masyarakat menggunakan pengeta-
huan vang dimilikinya untuk dapat melakuokan
kegiatannya sehari-hari dan menginterpretasi-
kannya dalam bentuk perilaku. Dengan kata
lain, kalan setap individu melakukan kegiat-
an-kegiatannya secara berkesesuaian satu de-
ngan yang lainnya maka setiap kegiatan da-
lam masyarakat yang bersangkutan dapat di-
anggap sebagai suatu proses yang menyangkut
masyarakat tersebut, schingga dianggap seba-
gai proses sosial dalam kehidupan sehari-hari
yang tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan
lainnya yang juga, sccara keseluruban,
merupakan suatu proses sosial.

Proses sosial yang terjadi akan mewu-
judkan spatu mngkaian hak dan kewajiban
dari masing-masing pelakunya, sehingga ke-
mudian akan terwujud suat pembagian kerja
di antara pelaku-pelaku kegiatan yang ber-
sangkutan, Salah satu bentuk nyata dari per-
bedaan hak dan kewajiban yang terwujud da-
lam suato pola pembagian kerja adalah antar-
jenis kelamin {gender). Dalam masvarakat,
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sesual dengan bentuk fisiknya, maka wanita
dibedakan dengan pria schingga hak dan ke.
wajibannya juga berlainan. Karena, secara fi-
gik, wanita lebih lemah dibandingkan dengan
pria maka kemudian pembagian kerja terse.
but berkembang menjadi suatu usaha eksploi-
tasi lenaga wanita untuk suatu jenis kegiatan
dalam suatu proses sosial. Dalam seiap ke-
glatan—politik, hukum, militer dan lain scba-
gainya—diskriminasi terhadap wanita terlihat
dengan jelas. Secara keseluruhan, kesemuanya
ini dimungkinkan karena, dalam heberapa
aspek, hal terscbut dilegitimasi oleh sistem
norma yang berlaku, baik norma agama atau-
pun norma adat yang diakui dan dijalankan
oleh para anggota masvarakat.

Di lain pihak, diskriminasi tersebut di-
anggap scbagai suatu hal yang udak wajar
karena dianggap scbagai usaha untuk meng-
eksploitir wanita. Secara hukum intemnasignal,
sehagaimana telah diuraikan di atas, welah di-
berlakukan suatu aturan yang memual usaha
penghapusan segala bentuk diskrimingsi ter-
hadap wanita dan aturan ini pun telah diraii-
fikasi oleh negara kita yang telah diromuskan
dalam UU No. 7 tahun 1984, Dengan demi-
kian, menarik uniuk diketahui seberapa jauh
aturan-aiuran formal, yang secara legal ada,
diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat
dan, andakata belum diketahui atan dime-
ngerii, apa yang dipersepsikan masyarakat
terhadap pemikiran persamaan hak antara
wanita dan pria serta apa yang mercka harap-
kan dari persamaan hak tersebut

1.4. Metode Penelitian

Studi kasus dengan beberapa kasus yang
akan diperoleh melalui wawancara dan peng.
amatan akan digunakan dalam penelitian ini
untuk dapat menjembatani hukum yang seha-
rusnya berlaku dan yang secara nyata berlaky
(Llwelyn dan Hoebel, 1987: 20-21). Pende.
katan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif yang memungkinkan pensliti
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menggali berbagai informasi dan data dardi
para informan secara mendetail schingga in-
formasi dan data yang diperoleh dapat di-
enggap valid secara kuvalitadf, Hal ini di-
mungkinkan mengingal pendekatan kualitanf
memungkinkan pencliti berada pada kondisi
yang tanpa jarak dengan objek penelitian
yang sedang diamatinya dan dengan meng-
gungkan pedoman wawancara yang telah di-
persiapkan sebelumnya, pembicaraan selaly
dapat diarahkan sesuai dengan arah yang
diinginkan.

Penggunaan pedoman wawancara dan
bukan kuesioner, memungkinkan peneliti me-
narik informasi secara lebih terbuka dan G-
dak ketat sehingga informasi yang diperoleh
ikan memperlihatkan suatu variasi dari ber-
bagai kasus vang ditemui di lapangan. Dengan
demikian, informasi yang berhasil dikumpul-
kan akan menunjukkan berbagai pola dari
variasi yang berlainan yang memungkinkan
pola keteraturan dari informasi tersebut dapat
diambil. Konsekuensi lain yang timbul dari
Enggunaan metode ini adalah bahwa jumlah
informan  menjadi terbatas, tetapi jumlah ini
menjadi tidak penting dengan ditentukannya
Wwjuan penelitian yang akan berusaha untuk
melihat persepsi dari masyarakat melalui ma-
hasiswa terhadap konvensi diskriminasi ini.
Dengan demikian, setiap informan dianggap
£bagai kasus yang harus dilihat sebagai con-
oh dari adanya variasi persepsi dalam masya-
rékat, sehingga tidak dapat dilihat hanya me-
lalui jumlahnya saja.

Informan yang diambil sebagai objek
wawancara dalam penelitian ini berjumlah 15
trang, yang terdin dar 8 orang mahasiswa
FHUI dan selebibnya mahasiswa dari Fakul-
s llmu Sosial dan Umo Polink UL Vanasi
imforman  digunakan sebagai usaha untuk
membandingkan apakah fakior lingkungan
pendidikan menentukan persepsi dan penge-
lthuan mengenai konvensi ini. Di lain pihak,
variasi ini dapat juga digunakan sebagal
Usaha untuk mengetahui bagaimana pola pikir
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masyarakat terhadap konvensi tersebut.

II. Konvensi Penghapusan Segala Beniuk
Diskriminasi terhadap Wanita

2.1. Pengantar

U No. 7 tahun 1984 merupakan hasil
ratifikasi negara kita terhadap Declaration of
the Elimination of All Forms of Discrimina-
fion Against Women yang dihasilkan pada Si-
dang Umum Perserikalan Bangsa-Bangsa,
tanggal 7 November 1967. Diwujudkannya
ralifikasi dari konvensi ini menunjukkan
bahwa negara kita mendukung adanya peng-
hapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
wanita, sehingga wanita dalam segala aspek
yang menyangkutnya harus diperlakukan
sama, baik dalam hak dan kewajibannya.

Dalam kenyataannya, beberapa aturan
perundangan lain juga telah mendukung ter-
ciptanya penghapusan diskriminasi tersebut,
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27
ayat {1} menyebutkan:

Segala warga negara bersamaan kedudukan-
nya di dalam hukum dan permenntahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan i dengan
tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, secara tersirat diper-
lihatkan bahwa tidak ada pembedaan di dalam
hukum dan pemerintahan bagi sedap warga
negara, termasuk wanita. Kemudian, dalam
UU Ne. 80 tahun 1957 mengenai upah yang
sama bagi pekerjaan yang sama nilainya, UU
No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-keten-
tuan pokok mengenai kelenagakerjaan dan
UU Neo. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
Selanjutnya ada lagi beberapa aturan yang se-
cara umum menjamin adanya persamaan hak
tersebut, antara lain Keetapan MPR menge-
nai GBHN (TAP MPR-RI No. [V/MPR/1978
dan TAP MPR No. II/MPR/1983) dan
KEFPRES-RI No, 71/1979. Kesemuanya ini
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menunjukkan bahwa pemikiran mengenai per-
samaun hak dan penghapusan diskriminasi
terhadap wanita ini sudah benar-benar diper-
hatikan bahkan difermalisasikan secara na-
sional.

2.2, Konvensi Penghapusan Sepala
Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita

Konvensi penghapusan segala beniuk
diskriminasi lerhadap wanita (the Convention
on the Elimination of All Forms af Discrimi-
nation against Women) dirumuskan pada
nggal 18 Desember 1979 dalam Sidang
Umum PBE. Konvensi ini kemudian diakui
sehagai salah sat peraturan dunia sejak 3
September 1981 sctelah hampir 20 negara
meratifikasinya. Sampai dengan peringatan
10 tahun konvensi ini, sudah hampir 100 ne-
gara di dunia yvang setju untuk terikat pada
apa yang tersurat dalam konvensi ini.

Konvensi ini memupakan puncak perjuang-
an yang dilakukan oleh Komisi PBB menge-
nai Peranan Wanita (United Nations Com-
migion on the Staius of Women) selama lebih
dari 30 tahun. Komisi ini dibentuk pada tahun
1946 untuk memonitor situasi wanita di dunia
dan memajukan hak-hak wanita. Hasil kerja
komisi ini telah menghasilkan berbagai dekla-
rasi dan konvensi, di mana konvensi pengha-
pusan diskrniminasi terhadap wanita ini seba-
gai titik sentralnya.

Berdasarkan hak-hak asasi manusia yang
diakui secara internasional, kenvensi ini me-
nempati posisi yang penting dalam mendo-
rong wanita dan sisi yang kurang diperhat-
kan sampai menjadi pusat perhatian seluruh
manusia di dunia. Konvensi ini berakar dari
wjuan yang dicanangkan oleh Perserikatan
Bangsa-bangsa;

to reaffirm faith in fundamenial human right,

in the dignity and worth of the human person
im the egual rights of men and women. .
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di mana juga tercantum mengenal persamaan
{equality} dan bagaimana hal tersebut dapat
tercapai. Dengan demikian, konvensi ini
berwujud bukan hanya suats undang-undang
internasional mengenai hak-hak wanita tetapi
Jjuga suatu agenda tindakan {the agenda for
aciion) bagi negara-negara di dunia uniuk
menjamin terwujudnya hak-hak tersebut
Dalam pembukaannya, konvensi ini se-
cara eksplisit mencatat bahwa diskriminasi
terhadap wanita secara ekstensil masih erus
berlangsung, dan berutik-tolak dari hal terse-
but, dikatakan pula bahwa diskriminasi

.. violates the principles of equality of
rights and respect for human digniry...

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 kon-
vensi ini, diskriminasi dianggap sebagai setiap
pembedaan, pengistimewaan dan pemizahan
atas fenix kelamin baik dalam bidang palitk,
ekonomi, sosial, budava, hukem dan se-
bagainya. Di lain pihak, konvensi ini membe-
rikan penegasan positif terhadap prinsip-
prinsip persamaan dengan mendorong lem-
baga-lembaga negara untuk bertanggung jawab
terhadap

watll appropricie  measures, inciuding
legislation, to ensure the full developmen:
ard advancement of women, for the purpase
of guaranteeing them the exercise and enjoy-
ment of human righis and fundamenal free-
doms on a basis of equality with men (Pasal
3)...

Asas persamaan itu sendiri, secara khosus ter-
wijud dalam 14 pasal dalam konvensi ini,
Hak-hak sipil dan staws hokum wanita me-
nempali bagian yang penting disertai dengan
penjelasannya. Sebagai tambahan, tidak sepers
pakta-pakta hak asasi lainnya, konvensi ini
juga menaruh perhatian pada reproduksi ma-
nusia dalam hubungannva dengan fakior-fak-
tor budaya yang mempengaruhi  hubungan
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antar gender.

Stas hukum wanita memperoleh porsi
yang terbesar dalam konvensi ind, Pasal 7,
antara lain, mencgaskan bahwa wanita dijamin
hak-haknya untuk memilih, untuk menguasai
publik dan uniuk menggunakan fungsi-fungsi
yang berkaitan dengan publik. Hal it juga
terhasuk persamaan hak bagi wanita untuk
membawa dan mewakili negaranya pada ting-
kat internasional (Pasal 8). Konvensi ini juga
menaruh perhatian pada kenyataan bahwa
masih banyak status hukum wanita yang se-
lalu dihubungkan dengan perkawinan, yang
membuat mercka menjadi tergantung pada
masing-masing kebangsaan suaminya daripa-
da bersandar pada hak mercka sendin (Pasal
B). Dalam bidang pendidikan, ketenagaker-
jaan, ckonomi dan akuvitas sosial, Pasal 10,
11 dan 13 menegaskan hak-hak wanita uniuk
menolak diskriminasi. Hal ind menunjukkan
bahwa konvensi juga memberikan perhatian
pada wanita-wanita di pedesaan, yang me-
nempati tempal penting dan memberikan sum-
bangan ekonomi yang vital, sehagaimana ter-
cantum dalam Pasal 14, vang masih memer-
likan lebih banyak perhatian dari para pe-
rencana pembangunan, Sedangkan Pasal 15
lehih menekankan adanva persamaan hak
dalam dunia bisnis, termasuk juga hak-hak si-
pilnya. Terakhir, Pasal 16 menekankan ke-
harusan terwujudnya persamaan hak dan ke-
wajiban antara wanita dan pria pada pemilihan
pasangannya, kedudukan sebagai orangiua,
bak-hak pribadi dan hak atas pemilikan haria
benda perkawinan.

Implementasi dari konvensi ini dimonitor
oleh The Committee on the Elimination of
Discrimination Against Women (CEDAW).
Mandat vang diberikan kepada komite ini,
emasuk pengadministrasian pakta itu sendiri,
Brcantum dalam Pasal 17-30 konvensi ini
Komite ini terdiri atas 23 pakar yang di-
calonkan oleh masing-musing pemerimtah dan
dipilih oleh negaranya sebagai individu de-
ngamn:
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..of high moral standing and compeience
in the field covered by the Conveniion..,

11, Diskriminasi Wanita dalam Persepsi
dan Kenyataan Sosial

A1, Pengantar

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pe-
nelitian ini akan menitik-berakan pada per-
sepsi masyarakat mengenai diskriminasi wa-
nita yang pernah atau mungkin pernah dike-
tahui. Dengan demikian akan diketahui se-
berapa jauh konvensi mengenai penghapusan
diskriminasi tersebut diketahui oleh masya-
rakat.

Dalam kenyataannya, sebagian besar in-
forman belum mengetahui mengenai kon-
venst tersebul, Walaupun demikian, infor-
masi yang diperoleh menunjukkan bahwa pe-
ngertian masyarakat mengenai hal yang sama
cukup baik, walaupun sumber pengertian ter-
sebut tumbuh bukan berasal dari aluran per-
undangan yvang mengalur hal werschut. Ke-
nyatzan ini menunjukkan bahwa diskriminasi
merupakan isu yang banyak diperbincanghan
dalam masyarakat, sehingga berbagai sistem
norma yang hidup dalam masyarakal juga
turut mempersoalkannya secara tajam.

Secara pengertian  saja, banyak infor-
man yang tidak dapat menjelaskan apa yang
tersirat dalam konvensi tersebut. Walaupun
demikian, isu diskriminasi ini menimbul-
kan penilaian yang negatif di mana timbul
kesan adanya eksploitasi wanita oleh pria.
Penolakan terhadap isu diskriminasi ini um-
bul dalam berbagai bentuk danm wujud.
Masuknya konsep kodrat dan kenyataan fisik
dari wanila menimbulkan ide tentang kerja
sama dan bentuk dukungan lain yang dihamap-
kan dapat mewujudkan bentuk masyarakar
vang saling mendukung dan bersatu sehingga
diskriminasi sebagai bentuk penindasan dan
penghilangan sebagian hak-hak wania dilo-
lak uniuk diolerir eksisiensinya,
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3.2, Bentuk-bentuk Persamaan Hak

Sccara keseluruhan, benwk-beniuk per-
samaan hak di antara wanita dan pria sudah
seharusnya terjadi mengingal kenyataan bahwa
perbedaan fisik di antara kedvanya menun-
jukkan masing-masing kelebihan dan keku-
rangannya schingga untuk dapat mencapai
kondisi yang optimal maka diperlukan kerja-
sama dan hubungan saling mendukung. Se-
bagaimana diuraikan di atas, masuknya pen-
dapat mengenai kodrat wanita yang scharusnya
melaksanakan dua fongsi sckaligus dalam
kehidupannya, vaitu schagai partner kehidup-
an pria dan sehagai mediator sosialisasi bagi
anak-anaknya, menimbulkan pendapat bahwa
dukungan dan kerjasama di anlard pria dan
wanita sudah seharusnya dilakukan dengan
tetap memperhatikan bahwa wanita harus bi-
sa membagi waktu dan perannya sesum dengan
kodrat tersebut di atas. Hal ini menunjukkan
batwa benuk persamasn hak yang dimak-
sudkan sehbenarnya masih terkait dengan kon-
disi morma masyarakat yang ¢lap menuniut
wanita untuk hidup dalam duag dunia dan bah-
wa persamaan itu sendini sudah  seharusnya
diwnjudkan oleh wanita sendiri yang harus
mampu membagi wakiy dan perannya sesuad
dengan kondisi yang dihadapi,

Hal lain yang menarik, yang terungkap
dalam penelitian ini, adalah bahwa isu per-
samaan hak tersebut sudah scharusnya ter-
wujud mengingal dengan adanya persamaan
hak tersebut, potensi wanita, baik sebagai ibu
maupun sebagai parner bagi suaminya, da-
pal lehih berkembang schingga lebih mampu
untuk menduduki peran lain di luar peran-
peran klasik yang selama im wersedia untuk-
nya termasuk pula pengembangan potensi diri
vang memungkinkan ia berdin sama tinggi
dengan pria karena kesempatan yang ady me-
mungkinkan ia untuk lebib berani mengung
kapkan pendapainya dan mengambil kepu
fsan vang tepat. Hal i menurg ki
50 persamaan hak merupakan Ceimse

A

nen-

dapat mengenai kemungkinan persamazan ke-
mampuan walaupun secara fisik berbeda di
antara pria dan waniia,

Pada kenvatasnnya, persamaan hak antara
wanita dan pria yang secara tlersamar sudah
terlihat masih terdapat pula perbedaan perla-
kuan di antara keduanya dalam banyak hal,
Upah dalam pekerjaan, kedudukan dalam po-
sisi pemerintahan secara politis maupun mili-
ter, posisi dan pekerjaan dalam sektor swasts
bahkan dalam bidang hukem, Penclitian ini
mengungkapkan bahwa pada dasarmya persa-
maan hak atas upah masih dilandaskan pada
kondisi-kondisi lain selain dari sekedar per-
bedaan gender. Pendidikan, jenis pekerjaan,
posisi dan tanggung jawab seharusnya me-
nuniut ungkat upah yang sama di aniara ma-.
sing-masing gender. Walaupun demikian, pada
kenyatannya perbedaan masih dirasakan dalam
hal ini. Hal yang diharapkan adalah adanya
persamaan tingkat upah vang diberlakukan
secara ketat di mana perbedaan yang ada bu-
kan sckedar dibedakan atas gender saja, me.
lainkan justru dari  jenis pekerjaan, tngkatl
pendidikan, tngkat prestasi yang dicapai dan
tangpung jawab yang dibebankan. Dengan
demikian, persamaan hak dalam wpah dar
sugin pekerjaan akan lebih rasional. Secara
implisit, terungkap bahwa pada dasamya ko-
moditi tenaga tidak dapat diukur secara gen-
der, justru dengan beranggapan bahwa per-
bedaan antara wanita dan pria hanya meru-
pakan perbedaan secara fisik saja dan bukan
dalam kemampuan bekerja. Dengan demikian,
persamaan tngkat upah untuk jenis pekerjasn
vang sama dianggap dapat diberlakukan se-
cara lebih baik tanpa melihat siapa yang me-
lakukan pekerjaan tersebut. Walaupun demi-
kian, pendapat mengenai kodrat wanita yang
harvs hidup dalam dua dunia juga memper-
lihatkan bahwa perbedaan tingkat upah boleh
saja terjadi untuk jenis pekerjaan yang sama
di antarg pria dan  wanita mengingat jumlah
wakiu yang dapat diberican oleh masing-ma-
sing ponder cacara total juga berbeda, Hal ini
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disebabkan karena wanila secara myata, se-
baiknya memperoleh fasilitas libur bulanan
dan libur hamilfmelahirkan schingga dengan
alazan ini dapat diberlakukan adanya perbe-
daan tingkat upah,

Dalam bidang pemerintahan, isu per-
samaan hak emyala memuat debat yang me-
narik. Di sat pihak, wanita dianggap sudah
cukup mampu menduduki jabatan dalam pe-
merintahan sampai  dengan tingkal apa pun
mengingal pada kenyaannya, ia akan dibaniu
dan didukung sepenuhnya oleh stafnya yang
pada umumnya pria yang memilki kemam-
puan yang memadai entuk jenis pekerjaan
yang terkait dengan jabatan tersebut. Namun
para informan juga mengemukakan bahwa
dalam aturan agama ada yang menetapkan
secara dogmatik bahwa pimpinan  haruslah
ssorang pria, maka di lain pihak waniia tidak
boleh menduduki jabatan pimpinan dalam
pemerintahan. Kemuodian, ditambah  dengan
pendapat wentang kodrar wanita yang secara
fisik dan emosional lebih lemah memungkin-
kan bermainnya perasaan/emosi dalam men-
duduki jabatan tertentu dalam pemerintzhan
dan dalam mengambil keputusan terent,
pendapar mengenai tidak cocoknya wanita
untuk mendieduki jabatan dalam pemerintah-
an menjadi semakin memperoleh dukungan.
Penclitian ini mengunghkapkan bahwa jalan
keluar yang baik di antara kedua kutub ini
adalah dengan memperbolehkan wanita duduk
dalam jabatan-jabatan tertentu dalam peme-
rnntzhan yang dianggap cocok dan sesuai
dengan kemampoan dan kodratnya, misalnya
falam bidang sosial, dan bukan merupakan
posisi ataw kedudukan kunci vang harus
mengambil keputusan seliap saat yang sangal
menentukan. Hal ini sangat dipengarshi oleh
kondisi emosional dan fisik wanita vang le-
bih lemah dibandingkan dengan pria, sching-
g2 walaupun diperbolehkan menduduki
fbatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan,
te1ap harus didukung oleh stalnva vang seba-
glan besar pria dengan tingkat kemampuan
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tertentu.

Militer sebagai suatu lapangan pekerjaan
dan profesi temyata dianggap scbagai bidang
pekerjaan yang sama sekali tidak cocok bagi
wanita. Penggunaan kemampuan fisik yang
lingEi, penguUassan emosi yang tinggi, mental
vang sigap dan kuoal setiap saal dan konsen-
trasi tinggi merupakan hambatan-hambatan
yang akan dihadapi wanita kalau memilih
bidang pekerjaan ini. Militer dianggap seba-
gai lapangan pekerjaan yang keras dan bukan
lahan pekerjaan wanita karena menyalahi
kodrat, Jalan keluar yang terungkap dengan
adanya penolakan atas bidang pekerjaan se-
mentara ini dalam konstiwsi kita tercanium
bahwa usaha pembelaan negara merupakan
hak dan semua warga negara ditambah dengan
isu mengenai persamaan hak dalam segala
bidang, termasuk militer, maka terungkap
bahwa militer sebagai profesi tetap dianggap
sebagat lapangan pekerjaan yang khusus unuk
pria tetapi sebagai suatu lapangan pekerjaan
yang secara nyata terbagi atas berbagai bagian
vang saling terkait, wanita diperbolehkan un-
tuk bekerja dalam kalangan militer tetapi se-
baiknya berada dalam bagian-bagian vang
mendukung pelaksanaan dari  kegiatan mili-
ter itn sendiri, seperti administrasi. Dengan
kawa lain, dalam bidang militer diskriminasi
masih dirasakan walaupun hal tersebut dapat
diterima oleh semua pihak, justru karena bi-
dang tersebut memang merupakan bidang pe-
kerjaan khusus bagi pria sedang wanita boleh
bekerja dalam bidang yang sama walaupun
bukan pada bagian yang berkaitan langsung
dengan kegiatan pelaksanaan bidang tersebut.

Bidang lain yang sangat menarik untuk
dibshas dalam kaitannya dengan isu dis-
kriminasi ini adalah bidang swasia dalam ba-
nvik bidang vsaha, Secara umum, swasta me-
rupakan bentuk usaha yang diusahakan oleh
badan atau pererangan yang bukan merupa-
kan badan pemerintah, Dengan demikian, ba-
tasan swasta dalam hal ini identik dengan du-
nia bisnis yang pada akhir-akhir ini berkem-
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bang dengan sangat pesat. Perkembangan bis-
nis yang sangal dipengaruhi oleh tngkat ke-
butuhan masyarakat akan produk-produk bis-
nisnya merupakan suatu lapangan pekerjaan
bary bagi wanita di mana persaingan ketar,
kemampuan penguasasn pasar yang Linggi
dan tingkal upah vang tinggi merupakan sua-
tu daya-tarik tersendin. Secara umum, dis-
kriminasi wanila dalam bidang i odak di-
kenal, karena dalam dunia ini faktor kemam-
puan menduduki posisi tertinggi untuk men-
dapatkan posisi puncak. Walaupun demikian,
duduknya wanita dalam beberapa posisi pun-
cak juga menimbulkan isu baru yang menarik.
Fakior emosional dari wanita yang dalam
bidang-bidang lain merupakan fakior vang
menghambat bagi keterlibatan wanita, dalam
dunia ini malah dianggap sebagai faktor pen-
dorong yang sangat kuat. Dunia bisnis vang
mengandalkan ketekunan, ketelitian, kemam-
puan dan prestasi tnggi dalam menganalisis
pazar yang dihadapi, memerlukan wanita yang
dianggap mampu uniuk menduduki posisi
pimpinan. Ketekunan dan ketelinan menjadi
menonjol dalam kaitannya dengan posisi pun-
cak dalam dumia bisnis. Hal ini menunjukkan
bahwa diskriminasi dalam dunia bisnis tidak
dikenal karena perbedaan tingkat posisi dan
jabatan lebih ditentukan oleh kemampuan
dan prestasi dibandingkan dengan gender,
sedangkan ketekunan dan ketelitian yang di-
miliki wanita pada umumnya justru merupa-
kan faktor pendorong yang sangat mendukung
jabalan-jabatan tertentu dalam dunia swasta
ini.
33, Kedudukan Wanita dalam Hukum
33.1. Perkawinan

Secara keseluruhan, pria dan wanita
mempunyai kedodukan yang sama dalam per-
kawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perka-

winan sebagai suam lembaga dibentuk oleh
2 orang, pria dan wanila, dengan suatu kese-
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pakatan yang disetujui bersama, sehinggahak
dan kewajiban di antara keduanya dalam ikat-
an perkawinan haruslah sama. Walaupun de-
mikian, kedudukan sebagai kepala keluarga
merupakan kedudukan yang didominasi pria,
walaupun pada kenyataannya dalam hal e
tenty, wanita dapat menjadi kepala keluarga,
seperti kalan si suami telah meninggal dunia,
Kedudukan sebagai kepala keluarga ini didu-
kung oleh kenyataan fisik di mana pria me-
miliki kondisi fisik yang lebih kuat diban-
dingkan dengan wanita sehingga dapat mem.-
berikan perlindungan yang menyeluruh ter-
hadap keluarga secara keseluruhan, Sebagai
kepala keluarga, yang mempunyai wewenang
penuh dalam hal perindungan terhadap keluar-
ganya tidak dapal memberikan perlakyan
yang semena-mena terhadap keluarganya ka-
Tend Masing-masing secara nyala mempunyai
hak dan tanggung jawab yang sama, hanya
kedudukan sebagai kepala keluargalah yang
memungkinkan pria untuk mengambil ber-
bagai keputusan keluarga. Hal yang menarik
yang dapal diungkapkan adalah bahwa pem-
bagian peran yang didukung oleh persamaan
hak itu schaiknya juga tercipta dalam keluarga,
Pria schagai kepala keluarga dan dengan ke-
lebihan fisiknya dibandingkan dengan wanita
akan lebih banyak berperan dalam unsan-
urusan yang menyangkut keluarga secara ke-
seluruhan, seperti mencari nafkah, melakukan
pekerjaan rumah tangga yang berat dan se-
bagainya. Di lain pihak, wanita dengan segala
kelebihan-kelebihannya dalam hal ketelitan
dan ketekunan, schaiknya mencurahkan per-
hatiannya untuk hal-hal yang menyangiut
urusan rumah tangga, seperti sosialisasi anak,
mempersiapkan menu makanan  sehari-har
dan lain sebagainya, Walaupun demikian,
peran-peran tersebut bukan merupakan peran
yang lerpisah satu sama lain, melainkan me-
rupakan suatu kesatuan yang saling mendy-
kung sehingga dapat mewujudkan keluarga
yang harmonis yang dilandasi dengan persa-
mzan hak.
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Pendapat mengenai kerja bagi wanita
yang berumzh tangga penting untuk diper-
hatikan, karena dengan bekerja maka isu per-
samaan hak lebih dapat diwujudkan justru
dengan memperlihatkan adanya andil yang
sama dalam keluarga, sehingga sudah sela-
vaknya pula pria juga ikut dalam menger-
Jakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ter-
tentu di rumahnya. Dengan bekerja pula ma-
ka ketergantungan wanila terhadap pria dalam
keluarga menjadi berkurang. Walaupun
demikian, bekerjanya tdak dapat diidentikkan
sebagai beralihnya kedudukan kepala keluarga
dari pria menjadi wanita karena selama pria
ada dan sanggup melaksanakan kewajibannya
maka ia harus bertindak sebagai kepala ke-
lmrga. Dengan demikian, bekerja atau tidak
bekerja wanita dalam keloarga scharusnya
bdak mengubah anggapan bahwa dalam
keluarga haruslah dibangun asas persamaan
hak sehingga kelerganungan yang terjalin
bukanlah suam ketergantungan vang buta
melainkan suatu  jalinan kerjasama dan
hubungan saling mendukung di antara pria
dan wanita dalam keluarga.

3312 Hukum Waris

Isu persamaan hak temyvaia tdak di-
tanggapi dalam kaitannya dengan hukum wa-
fis. Ide untuk membagikan harta warisan dari
orang fua sama rata bagi semua anak-anaknya
baik pria maupun wanita termnyata dignggap
tdak sesuai dengan norma agama yang meng-
garkan pembagian atas dasar 1:2 di mana
wanila menerima separuh bagian dari yang
diterima oleh pria. Walaupun secara sepintas
hal ini dapat dianggap scbhagai diskriminasi
mamun termyata hal tersebut dianggap bukan
isu yang harus ditentang. Terungkap pula
bahwa pada dasamya pembagian seperti di
atas didasari oleh scherapa besar tanggung ja-
wab yang harus dipikul olch orang vang ber-
sangkutan, sehingga siapa yang memikul
nggung jawab lebih besar maka ia berhak
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pula uniuk mendapatkan bagian waris lebih
besar. Tanggung jawab yang dimaksudkan
merupakan tanggung jawab yang hams dipikul
pria karena yang bersanghkutan merupakan
kepala dari keluarga yang dibentuknya se-
hingga ia bertanggung jawab untuk memenuhi
kebuuhan keluarganya, Di lain pihak, wa-
laupun wanita juga harus bertanggung jawah
terhadap keluarganya tetapi secara keseluruhan
tanggung jawab atas dirinya harus dipikul
olch pria yang menjadi suaminya schingga
tanggung jawabnya sedikit lebih ringan di-
bandingkan dengan suaminya. Penolakan ter-
hadap asas ini dianggap sebagai usaha yang
menyalahi ajaran agama.

Perzamaan hak dalam keluarga yang ke-
mudian melahirkan persamaan langgung jawab
dalam semua jenis pekerjaan dalam keluarga
menceluskan ide bahwa schenarnya tanggung
jawab antara wanita dan pria dalam keluarga
adalah juga sama sehingga di antara  infor-
man ada yang mempenanyakan pembedaan
pembagian waris ini.

3.3.3. Kriminalitas

Sebagai pelaku tindak kejahatan, wanita
ternyata dianggap sama dengan pria dan su-
dah selayvaknya mendapat ancaman hukuman
yang sama pula unuk tindak kejahatan yang
sama. Dengan perbedaan tingkat emosional
yang lebih tinggi dari pria, memungkinkan
wanila sebagai pelaku tindak kejahatan lebih
intensif dan kejam terhadap korbannya. Hal
ini didorong oleh emosinya yang membuat
ia melakukan tindak kejahatan tersebut lebih
kejam dibandingkan kalau pria melakukan
tindak kejahatan yang sama. Walappun de-
mikian, pengaruh faktor-fakior luar, seperti
tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah,
dianggap sangat kuat yang mendorong keba-
nyakan wanita bertindak sebagai pelaku tindak
kejahatan, Wanita sebagai pelaku tindak ke-
Jjahatan masih merupakan suatu kejutan, sur-
prise dan suatw hal yang mencenganghkan
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mengingat keterbatasan fisik wanita tetapi
justru kondisi emosional yang mudah me-
ledak-ledak yang memungkinkan tindak ke-
jahatan tersebut dilakukannya. Walaupun su-
dah sclayakmya jenis dan berat hukuman un-
tuk tindak kejahatan yang sama yang dilaku-
kan baik oleh pria maupun wanila juga sama,
letapi dalam proses pemutusan vonisnya untuk
wanita sebaiknya juga diperhatikan segi-segi
psikologis yang mungkin mendorongnya untuk
melakukan tindak kejahatan ersebut. Dengan
demikian, perlakuan terhadap wanita yang
melakukan tindak kejahatan harus dibedakan
dengan pria mengingat begitn banvak fakior-
fakior ekstemal yang mungkin mempenga-
ruhinya walaupun mungkin jenis dan berat
hukumannya sama di antara keduanya.

Dvi lain pihak, sebagai korban tndak ke-
jahatan, kodrat wanita kembali muncul se-
bagai fakior yang berpengaruh. Emosi yang
sering tidak dapat dikendalikan merupakan
salah sat penyebab banyaknya wanita menjadi
korban tindak kejahatan. Mungkin pengaruh
yang mendorong banyak wanita untuk men-
coba berbagai jenis pakaian yang termyata di-
coba pakai pada svasana dan kondisi yang
tidak sesuai atau ucapan-ucapan wanila yang
mendorong pria untuk melakukan pembalas-
an dengan kekerasan di mana justru pihak
wanita yang menjadi korban, Kenyataan terse-
but menyiratkan bahwa kondisi masyarakal
sekarang ini dikatakan sedang mengalami
kemerosotan nilai dan norma yang seharus-
nya hidep dan mengatur kehidupan manusia.
Keinginan untuk dapat terlihat dan berkesan
modem  dengan memakai berbagai jenis pa-
kaian dengan model ‘aneh’ yang tidak didu-
kung dengan kondisi ekonomi yang nyata
merupakan salah satu alasan meningkatnya
wanita sebagai korban kejahatan, Walaupun
demikian, Udak dapat dipungkiri bahwa se-
bagian wanita yang menjadi korban keja-
hatan, benar-benar merupakan korban ke-
Jahatan di mana sebagai individu ia tidak
melakukan hal-hal yang menarik pria untuk
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melakukan kejahatan terhadap dirinya tetap:
tetap menjadi korban. Kenyataan ini menyi.
ratkan bahwa kondisi fisik wanita yang lemah
merupakan alasan yang kuat bagi banyaknya
wanila sebagai korban dari banyak lkacys
kejahatan. Satu hal yang menarik yang terung-
kap adalah kenyataan bahwa masih banyak
vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelaky
tindak perkosaan masih terlalu ringan g
bandingkan dengan akibat yang ditimbulkan-
nya. Hal ini dianggap sebagai indikasi bahwg
mungkin saja para pelaku kejahaan ndak
menjadi takul terhadap hukuman karena ke-
nyalaannya masih terlalu ringan. Dengan de-
mikian, dianggap perlindungan hukum yang
dirasakan selama ini kurang menjamin kesela-
matan wanila dalam kaitannya dalam tndak
kejahatan terhadap wanita.

334, Sesial

Dengan menekankan dua hal penting
dalam bidang sosial yang diperhatikan dalam
penelitian ini, yaitu perdagangan wanita dan
pengiriman wanita ke luar negeri sebagai 1z
naga kerja, mencolok sekali perlakuan yang
diterima wanita dalam kedua sisi ini. Dalam
hal perdagangan wanita, kenyataan menun-
Jjukkan bahwa wanita dianggap sebagai keme-
diti yang dapat diperdagangkan, dalam hal
ini tenw saja wanita dipekerjakan sebagai
pelacur paksaan yang mungkin saja tidak di-
bayar sama sekali. Dalam kasus di mana per-
dagangan wanita ternyata diorganisic juga
olech wanita, timbpl anggapan bahwa mang-
bat wanita sudah dihancurkan sedemikian
rupa. Hal ini dapat dimengerti, menginga
bagi pelaku tindak perdagangan it berani iy
menganggap wanita di mana ia merupakan
salah satu di antaranya, sebagai komedis
yang dapal menghasilkan keuniungan yang
berlipat, sedangkan di lain sisi wanita yang
dianggap sebagai komoditi sudah udak di-
anggap sebagai manusia yang memiliki pera-
saan lagi sehingga dapat diperlakukan sesuka
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pemiliknya. Hal ini berarti makin hancurnya
martabal wanita oleh wanita sendiri, Dua lak-
lor penung vang dianggap berpengaruh ter-
hadap adanya perdagangan wanita ini adalah
ingkai pengetahuan dan dngkal ekonomi,
Wanita-wanita yang diperdagangkan ini umum
nya merupakan wanita-wanita yang rendah
pendidikannya, yang dengan mudah atau de-
ngan sedikit paksaan dapat diyjerumuskan da-
lam jaringan perdagangan, Sedangkan dngkat
ekonomi dalam kelvarga banyak mendorong
wanita uniuk mencan pekerjaan apa saja
yang dapat dilakukannya wmiuk memenuhi
kebutuhannya. Dua faktor tersebut mendorong
warlita, scngaja atau tdak, untk erjebak da-
lam lingkaran hitam yang mungkin berben-
tk di mana semakin sukar bagl wanita uniuk
dapat keluar, Tentu saja masih  ada fakior-
lakior eksiermal yang juga berpengaruh kuat
api dua faktor intemal inilah yang justu
mendorong  wanila terperangkap dalam ja-
Mgan perdagangan wanila yang sangal me-
eadahkan martabal manusia secara keselu-
nifan karena meropakan sisi lain dan perbu-
fikin manusia.

Sebagar wsaha unisk memberikan la-
Mhgan pekerjaan, uwsaha pengiriman (enaga
carja wanita (TRW) ke loar negeri dapat di-
venarkan selama masih dilaksanakan dengan
ibor yang wepat dan  dibangunnya suatu per-
imdungan hukum yang ketat bagi individu-
dividu yang dikirim tersebut. Hal ini berara
tahwa kesempatan uniuk bekerja bagi wani-
adi fuar negeri sudah dapat diakui kebenar-
annya. Walaupun demikian, udak dipungkiri
g bahwa usaha penginman TEW ini tdak
Lrestai perlindungan hukum vang menyelunh
tthadap semua aspek kehidupan TKW yang
Lhirim tersebut. Apa yang tenadi kemodian
alah dapat dibayangkan sebelumnya sehing-
tmasih banyvak pula yang menolak pengi-
fman TRW karena pada kenyataannya banyak
W vang menpadi terlantar bahkan banyak
Kila vang menjadi korban kejahatan di negara
Emand mereka dipekerjakan, Dengan kata
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lain, selama usaha pengiriman TKW ini ber-
ada dalam jalur vang tepat dan dilindungi
oleh hukum yang ketal maka usaha tersebut
dapat dibenarkan, Faktor perlindungan hukum
ini oleh para informan sangat ditckankan dan
dirasakan sangat perlu mengingat kondisi dan
siuasi yang dihadapi di negara tujuan sangat
berlainan dengan kondisi dan siwasi vang ada
di negara sendiri schingga dengan adanya
perlindungan hukum yang pasti tersebul, para
TEW dapat bekerja dengan tenang  bahkan
mungkin dapat bekerja dengan ungkat elisiensi
unggi. Fakior kodrat wanita dengan emosi
vang tnggi, kembali muncul dalam membi-
carakan TEW ini. Di negara yang asing, jauh
dari sanak saudara serta kondisi situasi lain
yang harus dibadapi merupakan aspek-aspek
penting yang harus diperhatikan dalam pe-
ngwriman TEW ini schingga kalau Kesemuwa-
nya tidak diperhatikan, ada baiknya usaha
penginman TKW ini dihentikan saja. Ada
baiknya juga. dengan mengingat fakior-fakior
di atas, uniwk menginmkan TKW hanya
untuk Wenaga-lenaga profesional saja schingga
mereka dapat lebih tanggap terhadap kondisi
dan situasi yang mereka hadapt i suana
karena mergka lebih mengerti mengenai hak
dan kewajiban vang mereka miliki

34. Peran Wanita vang Diharapkan

Dalam kaitannya dengan persamaan hak
antara wanita dan pria, peran yang diharap-
kan dari wanita adalah bersikap rangkap di
mana sekali lagi terlihal bahwa wanita masih
diharapkan untuk hidup dalam dua dunia
yang saling terkait dalam kehidupannyva, Di
salu dunia, ia harus hidup dalam suatu ling-
kungan kelvarga di mana ia harus berperan
sebagai agen soswalisasi dan pendidik bagi
anak-anaknya, mengerjakan berbagai peker-
jaan yang berhubungan dengan kelangsungan
romah tangganya dan mendampingi Sumi,
Du dunia yang lain, sebagai parner dari sud-
mi, wanita dituntut unk dapat berdin segajar
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dengan pria di mana ia mampu menghasilkan
sesuatuy  uniuk dinnya sendin atau  untuk
membantu keluarganya dan mampu melaku-
kan pekerjaan yang sesnai dengan kewajiban-
nya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa
peran ganda wanita sangat didambakan eksis-
tensinya dalam kehidupan mengingat kondisi
dan sitwasi yvang ada sekarang ini tidak me-
mungkinkan, baik bagi pria alau wanita, un-
tuk masing-masing menjalankan peran kla-
siknya secara terpisah,

Faktor pembagian waklu yang sesuai
dengan kebutuhan merupakan faktor kunci
vang juga diluniut. Pada kenyataannya, karier
wanita dijadikan alasan untuk tidak menyeim-
bangkan pembagian wakiu antara karier dan
keluarganya. Dengan pembagian waktu yang
baik, seorang wanita akan dapat memenuhi
dua kewajibannya sekaligus dalam menjalan-
kan peran ganda dalam dua dunia di mana
ia hadup.

IV, Kesimpulan

Sebagaimanaa telah divraikan dalam bab-
bab terdahulu, pencliian ini memfokuskan
pada konvensi dalam persepsi dan kenyataan
sosial. Dengan demikian, konvensi sehagai
suatu aturan yang bersifat intermasional akan
dilihat tingkat pemahamannya di masyarakat.
Dengan memfokuskan pada hal tersebut, pe-
nelitian ini akan berusaha untuk melihat pe-
mikiran-pemikiran vang hidup dan berkem-
bang di masyarakat sehubungan dengan kon-
vensi, yang juga menyorol isu diskriminasi
terhadap wanita,

Pada kenvatasnnya, isu diskriminasi yang
semula dianggap schagai isu vang negatif
yang harus dihilangkan—mengingat diskrimi-
nasi wersebut menyangkut pembedaan—pemi-
sahan dan penggolongan menurut jenis kela-
min dalam segalahal, ternyaia tdak semuanya
ditolak oleh para informan. Dalam bidang-
bidang tertentu, pembedaan secara sadar tetap
diperiahankan untuk dijalankan dengan penuh

4%

keyakinan. Bidang hukum waris mempakan
salah satu contohnya. Dalam bidang ini, yang
secara dogmatik keagamaan sudah digariskan
terizntu, pembagian harta warisan vang ber-
beda menurut jenis kelamin oleh para infor-
man diterima, dengan alasan bahwa hal e
sebut memang sudah digariskan dalam ajaran
agama. Kemudian dalam bidang militer, di
mana bidang ini masih dianggap sebagai bi-
dang vang khusus pria, ternyata diskriminasi
masih juga diterima. Walaopun demikian,
mengingat bidang militer ini juga mempu-
nvai bagian-bagian yang tingkat risiko dan
tanggung jawabnya tidak berkaitan langsung
dengan bidang militer ind, para informan se-
Ju bila wanita ikut terlibat dalam bidang ter-
sebut,

Dalam bidang-bidang lain, diskriminasi
secara murni olch para informan ditolak dan
wanita dituntut untuk dapat berperan dan
menduduki posisi, baik dalam hak dan kewa-
jiban, 4ang sama dengan pria. Dalam bidang
pemerinighan, wanita dianggap telah mulai
menduduki posisi sebagai pucuk pimpinan
dari scbuah departemen, walaupun masih ada
juga informan yang mengemukakan bahwa
hanya depariemen-depariemen tertenty saja
yang pucuk pimpinannya boleh wanita. Bj
lain pihak, walaopun pucuk pimpinan depar-
temen yang bersangkutan adalah wanita, suaf
pendukungnya harus terdiri dari pria yang ha-
rus mendukung setiap pekerjaan dan pucuk
pimpinan tersebut, Dalam bidang lain, swasia
misalnya, diskriminasi sama sckali ditolak
mengingat tingkat kesuksesan dalam bidang
ini samgat tergantung dar prestasi dan ke-
mampuan individu dan sama sekali bekan
karena jenis kelamin,

Diskriminasi dalam perkawinan meny-
rui informan harus ditolak. Secara kessly-
ruhan, dalam pranata perkawinan, pria dan
wanita dianggap sebagai individu-indidividy
yang sama dan setingkat di mana hak dan ke-
wajiban masing-masing haruslah sama,
Pendapat seperti ini menimbulkan ide bary
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bahwa kalau wanila diwajibkan untuk dapat
melakukan tugas-tugasnya di dua dunia yang
berlainan {(sebagai pendidik di keluarga dan
sthagai partner suami), maka pria juga ditun-
it untuk dapat melakukan berbagai jenis pe-
kerjaan rumah angga yang dapat dikerjakan-
nva di wakiu-waktu lerentu di antara wakio
kerjanya, Hal ini menimbulkan suaty hubung-
an yang scimbang dan sama berat di antara
keduanya. Walaupun demikian, terungkap juga
bihwa pada umpmnya hal seperti itu agak
sulit untuk diwujudkan secara nyata; meng-
ingat wanita memang sudah terlanjur diang-
gep sehagai ibu rumah tangga, sehingga hal
imlah yang pertama kali harus dikerjakan
sementara karier harus dinomor duakan,
Dalam beberapa bidang terentu, ditun-
jukkan bahwa diskriminasi tdak secara eks-
plisit menentukan hal yang membedakan se-
hingga udak diiolak atau disetujui. Dalam
bidang kriminal, di mana baik wanita sebagai
pelaku kejahatan maupun schagai korban he-
Jahatan, pendiskriminasian wanita tidak ber-
kaku, Walaupun demikian, pendapat menge-
nai kodrat dan kondisi fisik wanila yang cen-
derung lebih lemah dibandingkan pria, ter-
masuk kondisi emosinya, justru menimbulkan
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ide pembedaan di mana wanita harus diperla-
kukan berbeda dengan pria.

Secara keseluruhan, penelitian ini me-
nyimpulkan bahwa konvensi sebagai  suatu
aran yang sedah diakoi sebagal aluran in-
ternasional, temyala sudah mempengarubi se-
bagian besar dan bidang-bidang sosial dalam
masyarakat Indonesia. Pengecualian terhadap
berlakunya konvensi imi dischabkan oleh le-
bih kuamnya sisiem norma lain yang mengatur
bidang yang sama, antara lain norma agama
dan adat kebiasaan setempat. Dengan de-
mikian, di Indonesia, diskriminasi tidak ditolak
secara penuh (1009%) melainkan masih diakui
eksistensinya dan dijalankan dengan kesadar-
an penuh walaupun, di lain pihak, para pela-
kunya sadar bahwa yang dilakukannya meru-
pakan salah satu contoh dar diskriminasi.

Penelitian ini hanya menyorot masalah
dengan informan lerbatas, sehingga banyak
sekali data, bahkan masalah lain, yang belum
terungkap. Walaupun demikian, sebagai  se-
buah penelitian eksploratif, penelitian ini mem-
berikan sebuah gambaran kasar tentang pola
disknminasi terhadap wanita dalam persepsi
dan kenyataaan sosial vang hidup dan berkem-
bang dalam masyarakat Indonesia.
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